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24 Tersangka v
di Dispenda Gianyar

_- FEI4{N kasus pegralsuan tanda tringan Bupati Gianyar,
$jqnGi4lvarKetut Sumadana juga meibeberkan 14 o[ri"-
PNS aktif di lingkurlgan PemkabGianyar yang sudah diteiap-
Ian sebagli_tersangka dalam kasus Surat perintah perjalanan
Dinas (SPPD) fiktif.

^ . 
' Awalnya kgsr19 

-{91S_aq 14 tersangka di lingkungan pemkab
Gianyar ini diselidili Polda Bali. tapi karena su--dah masuk
F\?n_ary, sehingga harus disela4tin ke Kejaksaan ii"ggi
Bali. Tapi karena wilayahnya di Giinyarkasujini diserahk"a"n
kep_a.da kami di Kejaksaan Negeri Giariyar,,,terangnya.
, Dilatakannya, proses 

-penyeraha-n tersangka d"an barang
bukti,tsrsebut aka-n dilakukan pada Seninll2/10) mendal
tang. Ketut Sumadana menambahkan, dalam kasus ini ia
juga_ mamastikan akan g_d.a-10 tersang\a baru lagi, sehingga
total ada 24 tersangka. 'lN"l1, vaqg_pull! diketahii, Z+ otii[
*r,s.ef,uqlya masih aktif sebagai PNS di Dispenda Gianyarl
rranxan dr antara mereka ada yang nesih menjabat sebagai
kasi," ujarnya.
- Diminta menyebut inisial para tersairgka, Ketut Sumadana
belum bgrsedia mengungkapkan. ,Ya, S""itt aepa"t.t, ..aJpelimpahan itu silakan datang, nanti difoto saja mereka saat
datang ke kantor kami," janjinya disertNi gehl tawa.

Dijelaskannya modus SPPD hktif ini iala*h perjalanan dinas
yang su.lFh ditentukan namun tidak terealisasi sesuai pdrenca-
11a1. Se$p ada yang.Tengubah rencana ada juga yang matah
trdaK {nelat(ukan- perJalanan. "Artinya. setiap anggaran dari
kasus tersebut.tidak direalisasikan melalnkan mas-rik kantong
merekb sendiri," ungkapnya. (kmb35)
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CandraAkhirnya
AJukan Kasasi
Mangupura (Bali Post) -

Pascakeluarnya putusan pengadilan tingkat band-
ing atau Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, yang
menghukumnya selama 15 tahun, mantan Bupati
Klungkung Wayan Candra akhirnya menyatakan
kasasi. Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) itu langsung
ditulis Candra dari Rutan Kelas II B Klungkung. Hal
itu dibenarkan Panitera Muda Pidana Pengadilan
Negeri (PN) Denpasar Made Sukarta, Senin (5/10)
kemarin.

Atas putusan PT yang ke-
luar 10 September itu, pihak
PN sudah menerima surat
permohonan kasasi. Surat
itu diterima melalui Kepala
Rumah Tahanan Negara KLas
IIB Klungkung. Isi surat
tersebut pada intinya menya-
takan kasasi atas putusan
pengadilan. Tertera dalam
surat permohonan kasasi
tertanggal 29 Septenber 2015
yang ditandatangani oleh Ke-
pal Rutan Klungkung Muly-
oko, ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Tipikor pada PN
Denpasar.

Dijelaskan Sukarta, se-
lain swat permohonan mela-
lui Kepala Runtan Klung-
kung, terlampir juga surat
pernyataan dari Wayan
Candra. Surat pernyataan
ditandatangani oleh terdakwa
tertanggal 29 September 2015
yang isinya sehubungan den-
gan perkara tindak pidana
korupsi atas nama lterdakwa
I Wayan Candra, Sl.H., M.H.
pada tingkat banding dan
perkaranya diputusioleh Pen-
gadilan Tipilor pada PT Den-
pasar tanggal 10 September
2015 Nomor 1I/PID.SUS-
TPKI 20r5lPT.DPS. Dalam
surat pernyataanya tertulis
"Dengan ini saya menyatakan
atau mohon kasasi terhadap
putusan Pengadilan Tinggi

Denpasar. Demikian surat
pernyataan ini saya sampai-
kan agar dapat diproses lebih
lanjut". Atas kasasi itu, pihak
pengadilan akan melakukan
proses registrasi untuk selan-
jutnya diHrim ke MA.

Seperti diberitakan, vonis
12 tahun penjara yang diter-
ima mantan penguasa Bumi
Serombotan Wayan Candra di
Pengadilan Tipikor Denpasar,
justru ditinggikan oleh pen-
gadilan di Tingkat Banding,
yakni Pengadilan finggi (PT)
Denpasar. Oleh PT, Wayan
Candra justru dihukum lebih
berat, yakni dihukum sesuai
tuntutan jaksa. Di banding,
Candra divonis hukuman 15
tahun penjara.

Salah satu tim kuasa ho-
kum Candra. Wahsa T. Bhua-
na, yang dimintqi konfirmasi
menyatakan mehrang beirar
putusan pengadilan tingkat
banding menghukum Candra
15 tahun penjara. "Hukuman
di tingkat banding sama persis
dengan tuntutan jaksa," jelas
Warsa T. Bhunaa.

Selain hukuman 15 tahun
dan denda yang sempat di-
kurangi, uang penggantinya
juga naik drastis. JPU Made
Pasek menuntut supaya ter-
dakwa dihukum 15 tahun
penjara dikurangi sepenuhnya
selama terdakwa ditdhan. Se-

lain itu, terdakwa juga ditun-
tut untuk membayar dqnda Rp
500 juta, subsider ena{r bulan
kurungan. Made Pasdk dkk.
juga menuntut pidana tam-
bahan pada terdakwa Candra
dengan membayar uan! peng-
ganti Rp 42.628.467.F05,33,
dengan ketentuan dpabila
tidak membayar uanS peng-
ganti paling lama satrl bulan
sesudah putusan pengadilan
memperoleh kekuatan huku-

ayan
atas

secara sah dan meyatinkan
bersalah melakukan tindak
pidana, yakni pidana $orupsi
secara bersama-sama,,tindak
pidana gratifikasi dan pencu-
cian uang secara berfanjut.
Selain hukuman 12 tahun.
terdakwa membayar denda
sebesar Rp 1 miliar, sqbsider
enam bulan kurungan.] Uang
pengganti yang awalriya Rp
42 miliar itu tidak dikabulkan
hakim. Majelis hakim justru
menghukum supaya terflak'iva
membayar uang pengganti Rp
1.197.000.000 atau Rb 1,19

dan dilelang untuk m{nutupi
uang pengganti tersebr{t. '?ika.vlUvlgvultw

tidak mempunyai hart{ benda
yang mencukupi, maka piganti
dengan pidana penjara pelanla
lima tahun," tuntut ja$a kala
itu.

Hasoloan Sianturi,
Candra yang didak

Sementara sebelt{mnya,

kasus dugaan korups[ pem-
bangunan Dermaga G*raksa,
Tindak Pidana Pentucian

1.197.000.000 atau Rp 1,19
miliar.(kmb37)_ L _
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Jadi Tqrsangka
Seperti diberitakan sebelumnya, Kajari

Amlapura Ivan Jaka Marsudi, S.H. didamp-
ingi Kasi Pidsus Kejari Aditya Okto Tohari
mengatakan, dua orang yakni mantan Kadis
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulttrra
Karangasem Ir. Komang Subrata Yasa dan
seorang rekanan Hamdani, sudah ditetapkan
sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat
dalam kasus pengadaan pupuk tahun 2013,
sehingga berakibat ada kerugian negara.

Subrata Yasa mengatakan, pihaknya me-
lihat ada sejumlah kejanggalan dalam kasus
yang dihadapinya. Dia menduga ada indikasi
pemalsuan tanda tangan rekanan dengan
ditemukannya perbedaan mendasar tanda
tangan rekanan IGP Kerta selaku Direktur
CV Some Ribek sebagai salah satu i2fi lim6
rekanan pengadaan pupuk itu. 'Tanda tangan
di KTP IGP Kerta dan dokumen surat perintah
kerja (SPK), dokumen penawaran, maupun
surat-surat untuk melampiri penerbitan surat
perintah membayar (SPI\4) berbed4. Ada in-
dikasi pemalsuan surat sehingga APBD dibobol
oknum, tetapi mereka itu tidak diperiksa peny-
idik," paparnya.

Subrata Yasa juga mengatakgn, pada
perkara tipikor yang dituduhkan kdpadanya.
tiba-tiba muncul rekanhn bernama Hamdani
menjadi tersangka. Padahal dari awal proses
pengadaan pupuk itu, di dokumen tak pernah
ada nama Hamdani dalam keli ma CV rekanan-
nya. 'Ada luga fakta administrasi yang sangat
anehy'akni nomor rekeningbanlnya satu tetapi
dipakai dua orang berbeda dengan CVberbeda
dari dua di antara lima CV rekanan pengadaan
pupuk itu. Pada akhirnya meski namanya tak
penrah muncuJ sejak awal di dokumen. anehnya
dalam hasil penyidikan, tersangka Hamdani
tiba-tiba muncul dan mengklaim kelima CV
itu miJiknya. (013) _ I

Mantan Kaflis Pertanian

Merasa Dikorbankan
Amlapura (Bali Post) -

Mantan Kepala Dinzrs (Kadis) Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortil<ultura (DPTPII)
Ir. Komang Subrata Yasa, Senin (b/10) kemarin,
menyampaikan keluhan dan protesnya. Soal-
nya, dari sedikitnya hibah tahun 2013 ada di
13 satuan kerja perangkat daerah (SKPD),
hanya dia dikorbanl<an dan ditetapkan menjadi
tersangka.

Padahal kata Subrata Yasa yang kini Kepala
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Karaneasem
itu. setidaknya ada 13 satuan kerja perangkat

titipan program
hibah bai,k barang hibah uang. Selain
itu, dia juga merasa tak terima karena dalam
kasus-dugaan korupsi di DFTPH itu, justru dia
yangdijadikan . Padahalmenumtnya,
yang.traling tahu dan jawab dari
proseJhwal sampai itu, ada tim
dnggaran pemerintah CIAPD), pejabat
pengadaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan
@PTK), dan penerima hasil pekerjaan. "Hibah
uang atau barang pada APBD induk 2013 ada
di 13 SKPD. DiAPBD pepubahanhibahtersebut
banyak tersebar di sejrfmlah SKPD. Namur\
kenapa hanya saya di DIyIPH yang dijadilran
tersangka?" katanya. 

I

Didampingi penasih.{t hukumnya, Subrata
Yasa mengatakan pihalnya tak mengerti dan
tak habis pikir dengan ppnyelidik dan penyidik
di KejariAmJapura. Pih$knya sudah menyam-
paikan laporan dan tambahan informasi secara
tertrrlis, tetapi hal itu taktertulis, tetapi hal itu tak pernah digubds Kejari.
"Saya juga sudah pernah minta fipertemukanfipertemukan
dan dikon&ontir dengan tersangka Hamdani,
tqtapi tak peinah diperhatian penyidik. Alasan
pihak kejari, konfrontil itu tergantung dari
kgperluan penyid i k," ka{anya.

tl
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s Dugaan Korupsi Pengadaan Pup{rkV
Na Pertanl'akan Munculnl'a Tersangka La'in

han 2013, untuklima kelompok, p€r
kelompokkebagian [p 99 juta,total
Rp 495 juta, masinglgnasing: Subak
Nonpn Jinah, Subak fesaban, Subak
Diwang Subak Paya,dan Kelompok
Tani PadangAsah. "9ya zudahtan-
pkan, dari mana munculnya nama
Hamdani. Setahu saya tidak ada
nama Hamdani dalarn usulan dari

I Kdmang Subr
kediamannya, Senin

AMLAPURA, NusaBali '

Ibdis Kehutanan dan Perkebu-
nan (KadishutbunJ Karangasem,
I,Komang Subratayasa yang kini
menjadi tersangka l<asus dugaan ko
rupsi pengadaan pupuk saat dirinya
menjabat lkdis Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura, memper-
tanyakan munculnya tersangka lain
bernama Hamdani dalam kasus
tersebul Padahal dari lima rekanan,
tidak ada yang melama atas nama
Hamdani. Dia pun menduga ada
indikasi tandatangan palsu yang ter-
iadi selama proses pencairan dana.

Di rumahnya di Jalan Anggrek
Raya Arnlapura Senin [5/10J, Sub-

, mtayasa mengungkapkan dari lima
rekanan yang mengambil pekerjaan

. pengadaan pupuk organlk bersum-

ber dari APBD 201 3, rnasing-masing
CV,Sorne Ribek dengan Direktur I
Gu3ti Putu Kerta, CVSedana Yoga
dengan Direktur I Gusti Nyoman
Sanjay4 CV Tunas Sejati dengan
DirekturNi Gusti PuurSri, CVSabuh
Mas dengan Direkhr I Gusti Ayu Ana
Lestarini dan CV Sri Sedana Artha
dengan Direkturlda Bagus RaiWra
Andika ,

Lima rekanan sebagai pemenang
pengadaan pupuk organik itu ter-
bagf dua tahap. Tahap I anggaran
APBD 2013 induk untrk 3 kelompok'
masing-masing kelompok kebagian
anggaran Rp 99 iut4 total Rp 297
juta masing-masing untuk Kelom-
pok Sari Alam lestari, Pansaka dan
Yasa Kerti.

lbhap II dana dari {_P_BD Peruba-

Gusti Made
Sebelumnya Pidsus Kejari

Thohari sei-
menjelaskan,

selain menetapkan
ratayasa juga.re n Hamdani.

itulah yangAlasanny4 Hamda r rtulah yang
perusahaan

melaloJ€n

dari pabrik
Banyuwangi,

palsu
per ki-

taannya
di Banyu-

lokasipabrik
ditambah

Rp 200,
hinggatiba

$ditya menyebud<an, elah culop
bukti sesuai diatur KUHAP pasal
LB4,adaketerangan sal6i, alatbulfti,
dan keterangan tepangka Sehingga
yang bersangkutan terjerat pasal
2 [1] aau pasal 3 UU No 31 tahun
t999 sebagimana diubah menjadi
tJU No 20 tahun 2001 fentang pem-
'beranusan korupsi 4 EtO _

I

I

.pengadaan pupukol
Apalagi Hamdani

pupuk di Kabupat
Jatim. Dalam surat
disebutkan harga
logram Rp 2.000.
menurut peru
wangi, harga pupuk
Rp 400 per
ongkos kirim per
total harga per kilo
di lkrangasem Rp
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Kejar[ Beberkan Dua Kasus

di Pemkab Gianyar

Jadi Tersangka
rl

Gianyar (Bali Po$t) |

i.**nnuzu:ryx'':lx."ti"T'?:T"?:iTryii;.::{:i"l",'"fl ffi ""jf,lljG;i0ik;;";io, ai$ete*kan dua kasus vang sudah menverel

",X*,tln*l*51;n"**'Cl'1,:t"**1,*'.tll''i:,L""+t":$ff i'#111
iendapatan Daeiah) Kabupaten Gianyar'

W

Puluhan Pl{S Aktif

Kepala Kejari GianYar
Ketut Sumadana Pertama
membeberkan Perkembangan
kasus pemalsuan tanda tan'
gan Bupati GianYar A.A. Gde
Agune Bharata untuf, PenYe'
wian-aset Metro PemProv BaIi
ditwilayah KabuPatqn Gian'

'yar. Dua orang ditet4Pkan se'
bagai tersangka dala-rn kasus
ini vakni Ida Bagus NYoman
Sukadana (52) dan I J'[Yoman
Pasek Sumertana (51).

"Kasus ini sudah k[miting'
katkan statusnYa dafi PenYe'
lidikan menjadi PeriYidikan'
densan dua orang t{rsangka
vani masih tercatat aktif seba-
-gai 

FNS di lingungar{Pemkab
Gianyar," bebernYa. l

Diketahui, Ida Bagus NYo'
man Sukadana asal Desa
Bukian, Payangan ini masih
menjabat sebagai salah satu
Kdsubag di Bagian Perta'
nahan KabuPaten PianYar.

Sementara NYoman Pasek
asal Banjar Teges Kelod,
Gianyar, sudah dipindahkan
dari-staf di Bagian Perta'
nahan Pemkab QianYar ke
BPBD Gianyar.

Ketut Sumadana menjabar'
kan modus dari dua tersangka
ini ialah membuat surat Pe'
nvewaan dengan memalsukan
tanda tangan BuPati GianYar.
Dengan surat tersebut, mer-
eka menyewakan Puluhan
aset Metro PemProv BaIi Yang
pemanfaatannYa diserahkan
Le Pemkab GianYar kePada
masvarakat luas. "Aset Yang
sudah disewakan ini kurang
lebih ada 60 titik dengan
luas bervariasi. Semua aset
ini tersebar merata di tujuh
Kecamatan di KabuPaten
Gianyar," ujarnya.

OikatatannYa, aksi ini su-
dah mulai dilakukan sekitar
empat tahun lalu. DitanYa

mengenai besarnYa hasil finan-
sial iang sudah diPeroleh dua
tersangfi ini, Ketut Sumadana
mengaku masih dalam Proses
penihitungan, sebab harga'r"*i ai setiap titih berbeda'
beda.'Karena tidak ada acuan'
harsanva ini mereka tentukan
."n"diti dan masuk kantong
mereka sendiri. Salah satunYa
ada vang disewa samPai RP 20

iuta-unt-uk satu titik. B4hkan-dari 
semua titik tersebut $udah

ada yang dialihfungsifan,"
unskapnva. I

baii L^s.,t ini, pihaknYa
sudah mengamankan stemPel
palsu tanda tangan BuPati
Gianvar. bukti rekama4 Pen'
eakuln dari kedua tersf,ngka
dan 23 berkas pemalsua|. "Se-
mua bukti eudah kami ahank-
an, sekarang tinggal melanjut'
kan proses penyidikan. Mung'
kin nanti ada tersangka baru,"
ujarnya. (kmb86) j _
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Target Enam Perkara

Belum Terealisasi
I

MOMOCKBai+bangSumi-
arso telah menanlgalkan ja-
batannya sebagai Kepala Ke-
jaksaan Tinegi (Kajati) BaIi,
2 Oktober lalu. Posisi Kajati
hingga saat ini kogong dan se-
bagai Plt. adalah Wakajati Bali
Made Suratmaja. Sementara
sosok kepala kejaksaan mem-
punyai peran sentral dalam
penanganan guatu perkara,
apalagi kasus kopupsi yang
menjadi agenda bbngsa. Mo-
mock Bambang Sumiarso be-
gitu banyak "disodori" kasus
korupsi Bahkan melalui bagian
pidsusnya, dari se\ian banyak
perkara yang masgk, enam di
antaranya ditarget dilimpah-
kan tahun ini ke Pengadilan
fipikor Denpasar. j

Namun fakta yang terjadi,
dari enam target itu, baru dua
yang dilimpahkan ke jaksa
penuntut untuk dilanjutkan
ke Pengadilan Tipikor, yakni
kasv,s rnork-up pe4gadaan la-
han Kampus Undiksha yang

telah menahair Iima orang
tersangka dan kasus t4 item
proyek IHDN dengan tersangka
PPK-nya. Sedangkan sisanya
belum dilakukan pelimpahan
tahap II. Bahkan, justru Kejati
meng-SP3-kan sejumlah kasus,
yang sebelumnya sudah ada
tersangka. Pertama adalah SP3-
nya kasus reklame Bandara
Internasional Nsurah Rai yang
sebelumnya menetapkan tiga
orang tersangka. Kedua, direke
mendasikannya SPB untuk tiga
tersangka kasw Dermaga Gu-
naksa. Sedangkan perkara yang
kini tinggal menunggu pem-
berkasan adalah kasus korupsi
dana punia di IHDN Denpasar,
kasus korupsi tanah Jalan Prof.
Ida Bagus Mantra. Sementara
kasw dugaan konrpsi.di BPD
Bali tirueal menunggu OJK

Dugaan korupsi Stitna/Stiles
Jembrana juga oedang dalam
penyempurnaan berkas. Artinya
berdasarkan data tersebut, dari
enam perkara, bam dua yang di-

I

limpahkan, yakni IHII'I unh:k
14 item prryek dengar{tersang-
ka PPK dan Undiksh{ dengan
lima tersangka. Se{angkan
yang emFat perkara y{ng telah
menetapkan tersanglft belum
terealisasi dan masih adla waktu
rurtuk merampungkaryya.

Di samping penettpan ter-
sangka atas enam perkara
itu, Kejati BaIi juga dembidik
sejumlah kasus lain. I\4isalnya
kasus Pajak Hotel dan ffestoran
(PHR) Badung dan Qenpasar
untuk enam kabupafen, ka-
sus PDAM Karangaslm yang
bakalan segera nai{ status,
dilakukannya puldaS kasus
upacara adat di Pemflr.ov Bali
dan sejumlah kasus lainnya.
Sedangkan kasus rekl,qme Den-
pasar sudah dihentikah.

Kasipenkum Hum4s Kejati
Bali Ashari Kurniawan yang
dimintai konfirmasi atas sejum-
lah kasus yang ditangani Ke-
jati BaIl Senin (5/10) Semarin,
mengaku bahwa pihak lenyidik_l

masih berusaha merafmpung-
kan sejumlah berkaslterkait
dengan perkara itu. f'Untuk
IHDN, satu sudah pplimPa-
han. Sedangkan unttik dana
puhia masih pemberlasan,"
ui ar Ashari Kurniawari.

Sementara soal BPD Bali
masalah fraud di Tdbanan,
kata Ashari. belum lama ini
masih menunggu OJ$. Yang
je1as, katanya, pihak keiaksaan
berkomitmen untuk n{ember'
antas korupsi dan pepkunya
akan diadili. l

Saat ditanya soal ]berapa
uang negara yang sudah ber-
hasil diselamatkan [erkait
dengan penanganan koru-
psi di Bali, Ashari belum bisa
memberikan penjel.asan secara
rinci, karena data itu ada di
Pidsus Kejati Bali. "$edang-
kan petugas pidsus m{sih ada
agenda di Jakarta. Na{ti sete-
lah balik, kami akan cr4ss cek "
tandas Kasipenkum ]Ashari
Kurniawan. (asa) 
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